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KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RajyaT DAERAN
KABUPATEN BATANG

NOMOR : 188.3 /83 [ X1 / 2007
TENTANG

¢(fUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG

#P RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN

AN BELANJA DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN ANGGARAN 2008
MENJADI PERATURAN DAERAH

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BATANG

ang : a. bahwa sesuai Surat Bupati Batang Nomor : 900 / 1124, tanggal 1
Oktober 2007 perihal Penjadwalan Pembahasan Rancangan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Batang Tahun
Anggaran 2008;
b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud huruf
a, telah dibahas melalui tahapan Pembicaraan di DPRD Kabupaten
Batang, sebagaimana diatur dalam Keputusan DPRD Kabupaten
Batang Nomor 53 Tahun 2004 tentang Peraturan Tata Tertib DPRD
Kabupaten Batang, yang hasilnya tertuang dalam Laporan Hasil Rapat
Kerja Panitia Anggaran Nomor : 64 / DPRD.PA/ XI / 2007, tanggal 22
Nopember 2007, perihal Laporan Pembahasan Nota Keuangan
RAPBD Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2008, dan telah disetujui
oleh forum Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Batang tanggal 26
Nopember 2007,
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf, a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang tentang Penetapan
Persetujuan Dewan Perwaklan rakyat Daerah Kabupaten Batang
terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapa_taq
dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2008 menjadi

Peraturan Daerah.

: tentang Pembentukan
: — Undang Nomor : 9 tahun 1965 _ )
" b Undanhg Tingkat I? Batang (Lembaran Negara Republik Indon%?i
E aheur: 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara RepuDii
a /

Indonesia Norgorz 27\1507m)(l)r 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daherahlgg;
2 Undgng 1 vl ah g(Lembaran Negara Republik Indonesia Ta ;J r:]\lomor

Retiors Daerab han Lembaran Negara Republik Indonesia NEgara

Nomor 41, Tamba Undang Nokor 34 Tahun 2000 (LembaranRepublik

3600) 0 UgggggN_omor 246, Tambahan Lembaran Negara

RI Tahun !

Indonesia Nomor 4048),




10.

11.

12.

13.

14.

15.

Undang - Undang Nomor 28 Tahyn
Negara yang Bersih dan Bebas dari 1999 tentang Penyelenggaraan

Korupsi i .
(Lembbahran Negara Republik Indonesia ;%?;}15: |U15l99dganNNepot;sme
E?\g‘a r?g Gl Le&l()jaaran Nl\ejzgara Republik Indonesia nomor 385(1);1:lor &
) ng Nomor 25 T d
Pembangunan Nasional ( Lembaran oo 2000 entang Program

2000 Nomor 206, Tam :
Nomor 3952 ). bahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286 ); ’
Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susuna’n dan
Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan
Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor

92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310 );

Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara ( lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355 );
Undang — Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang - undangan ( Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4389);
Undang — Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 );
Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan
Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten
Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II
Batang ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor
42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan
Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952 );
Peraturan Pemerintah ~ Nomor 104 Tahun 2000.Tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 201; Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4021)
sebagaimana telah diubah dengan Peratqran Pemen.ntah Nomor 84
Republik Indonesia Tahun 2001
Tahun 2001 (Lembaran Negara Rep :
Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4165 ?)' -
Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 teCtant?ara?\ngNegara
dan Pertanggungjawaban Keuangan Dg%?hTa(met?;han € erbaralt
Republik Indonesia Taht_Jn 2000 I\i%rgtz)r)_ y
Negara Republik Indonesia Nomor '

[ Tahun 2000 tentang Pinjaman
it Pemerintat Mra R 10glik Indonesia Tahun 2000 Nomor

an Negara Repu C i ‘
gg: ré‘ll'rz]argibléirgr?al_rembargn Negara Republik Indonesia Nomor 4024 );




17. Peraturan Pemerintah Nomor 2¢ Tahun 2001 tentar;g Pembi
Penyglenggaraan Pemerintahan naar_x i

18. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun

an Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilz
Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesiao “raht::dzﬂogg

Nomor 90, Ta‘mbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4416), sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37
Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor
2_4 '_Fahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambzhan
Lembaran Negara Nomor 4540);

19. Peraturan  Pemerintah Nomor 25 Tahun 2004 tentang Pedoman
Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

20. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 9 Tahun 2003 tentang
Rencana Strategis Daerah Tahun 2002 Sampai dengan Tahun 2006 (

Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2003 Nomor 9 Seri E
Nomor 1 );

21. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 1 Tahun 2007 tentang
Pokok — Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Batang Nomor 1 Seri E Nomor 1);

22. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 8 Tahun 2007 tentang
Perubahan Ketiga Atas Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggotz
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang ( Lembaran
Daerah Kabupaten Batang Tahun 2007 Nomor 8 Seri E Nomor 5);

23. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang
Nomor : 53 tahun 2004, tentang Peraturan Tata Tertb Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang;

24. Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Batang Nomor : 172 / 46 /
DPRD / X / 2007, tanggal 3 Oktober 2007 tentang Penetapan Jadwal
Kegiatan dan Acara Rapat — rapat DPRD Bulan Oktober — Nopember

2007,
MEMUTUSKAN :

. KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN BATANG TENTANG PENETAPAN PERSETUJUAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BAT::g

TERHADAP RANCANGAN PERIB\EEAR:; DaAEmHKA;E':;TEN
PENDAPATAN DAN

IB‘:'IC';AGI\?EA "‘I'AHUN ANGGARAN 2008 MENJADI PERATURAN

DAERAH.
Peraturan Daerah sebagaiman

ja Daera
Pendapatan dan Belanja Daer :
dengan perincian sebagai berikut

lah Anggaran
a DIKTUM MENETAPKAN, ada
h Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2008



FNDAPATAN ke
1, P Rp. 951.361.672.000,-

). BELANJA :
7, BE : Rp. 603.615.474.000,-

DEFISIT ANGGARAN Rp.  52.253.802.000

3. PEMBIAYAAN TERDIRI DAR]

a. Penerimaan Pembiayaan Daerah : Rp. 52.416.309.000,-

b. Pengeluaran Pembiayaan Daerah : Rp. 162.507.000,-

SURPLUS PEMBIAYAAN : Rp.  52.253.802.000,-

Laporan Hasil Rapat Kerja Panitia Anggaran dengan Tim Anggaran
Pemerintah Daerah maupun Komisi — komisi Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Batang dengan SKPD, merupakan bagian tak
terpisahkan dari Keputusan ini;

Menyerahkan pelaksanaan Keputusan ini kepada Bupati Batang.

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan apabila
dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan pembetulan

sebagaimana mestinya.

ditetapkan di Batang
pada tanggal 2> Nopember 2007

KETUA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BATANG




